
 

 

DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UU PEMILU DAN PILKADA 

NO NO. PUTUSAN TANGGAL ISI PUTUSAN 

1 011-017/PUU-I/2003  
LARANGAN MENJADI ANGGOTA DPR, DPD, 
DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 
BAGI BEKAS ANGGOTA ORGANISASI 
TERLARANG PARTAI KOMUNIS INDONESIA, 
TERMASUK ORGANISASI MASSANYA, ATAU 
ORANG YANG TERLIBAT LANGSUNG ATAU 
TIDAK LANGSUNG DALAM G.30.S/PKI ATAU 
ORGANISASI TERLARANG LAINNYA 

24 Februari 2004 Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh sebagian Pemohon 
I, yakni: 
1) Payung Salenda. 2) Gorma Hutajulu. 3) Rhein Robby Sumolang. 4) Ir. Sri Panudju. 5) Suyud 
Sukma Sendjaja. dan 6) Margondo Hardono; dan seluruh Pemohon II, yakni: 1) Sumaun 
Utomo. 2) Achmad Soebarto. 3) Mulyono. 4) Said Pradono Bin Djaja. 5) Ngadiso Yahya Bin 
Somoredjo. 6) Tjasman Bin Setyo Prawiro. 7) Makmuri Bin Zahzuri. 
Menyatakan: 

• Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4277) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

• Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4277) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

2 072-073/PUU-II/2004   
INDEPENDENSI DAN TANGGUNGJAWAB KPUD 
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 
KEPALA DAERAH 

21 Maret 2005 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Dengan demikian maka  
Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”;  
Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”;  
Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat “… kepada DPRD”;  
Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “… oleh DPRD” UU Pemda bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, untuk permohonan 
lainnya, Mahkamah memutuskan untuk menolak permohonan para Pemohon untuk 
selebihnya. Mahkamah Memerintah pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 

3 005/PUU-III/2005  
PERSYARATAN MEMPEROLEH KURSI DI DPRD 
UNTUK MENGAJUKAN CALON 
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
 

21 Maret 2005 
 

Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

• Menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

• Menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

• Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh hari);  

 



 

 

4 5/PUU-V/2007 
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN 
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
 

23 Juli 2007 Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yakni Pasal 56 
ayat (2), Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa yang berbunyi, ”yang diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik”, Pasal 59 ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi, 
”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, dan Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa yang 
berbunyi, ”Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka”, frasa yang berbunyi, 
”yang seluas-luasnya”, dan frasa ”dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui 
mekanisme yang demokratis dan transparan” UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
Oleh karena itu, UU Pemda yang dikabulkan oleh Mahkamah menjadi berbunyi  
Pasal 59 ayat (1) : ”Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan 
calon”,  
Pasal 59 ayat (2) : ”Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan 
calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya 15% (lima belas persen) 
dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam 
pemilihan umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”,  
dan Pasal 59 ayat (3) : ”Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan 
transparan”. Mahkamah juga menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya, yakni  
Pasal 59 ayat (4), Pasal 59 ayat (5) huruf a, Pasal 59 ayat (5) huruf c, Pasal 60 ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (5) UU Pemda. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan Putusan 
Nomor 5/PUU-V/2007 dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

5 10/PUU-VI/2008                      
SYARAT DOMISILI BAGI CALON ANGGOTA DPD 

1 Juli 2008 
 

Mengabulkan permohonan Pemohon I (DPD) dan Pemohon II (Anggota DPD) untuk sebagian;  

• Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) tetap konstitusional 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang 
dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili;  

• Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan 
diwakili; 

• Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selebihnya; 

• Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijk verklaard);  



 

 

• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

 
6 

12/PUU-VI/2008            
KETENTUAN PERALIHAN DALAM UU PEMILU 
 

10 Juli 2008 
 

Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan;  

• Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

• Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat;  

• dan Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

 

7 17/PUU-VI/2008 
INKONSTITUSIONALITAS SYARAT 
PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN BAGI 
CALON ”INCUMBENT” PESERTA PEMILU 
KEPALA DAERAH 
 

1 Agustus 2008 
 

Mahkamah memutuskan:  
(i) menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;  
(ii) menyatakan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 bertentangan dengan UUD 1945; 
(iii) menyatakan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 
(iv) menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 
tidak dapat diterima; (v) memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 
 

8 22-24/PUU-VI/2008          
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD 
BERDASARKAN SUARA TERBANYAK 
 

23 Desember 
2008 

 

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;  

• Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UndangUndang 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

• Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UndangUndang 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

• Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya; 



 

 

9 4/PUU-VII/2009        
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PASAL “TIDAK 
PERNAH DIJATUHI PIDANA” TERHADAP 
JABATAN PUBLIK YANG DIPILIH 
 

24 Maret 2009 
 

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;      

• Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional); 

• Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: 
(i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);  
(ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai 

menjalani hukumannya; 
(iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan 

kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 
(iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 

• Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

• Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

10 9/PUU-VII/2009 
MEKANISME KERJA LEMBAGA SURVEI DALAM 
PENGHITUNGAN CEPAT (QUICK COUNT) PADA 
PEMILU LEGISLATIF 2009 
 

30 Maret 2009 
 

Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Dalam amar putusannya, 
Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 282, dan Pasal 307 UU 
10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Adapun Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008 sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” juga 
bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

11 98/PUU-VII/2009 
MEKANISME KERJA LEMBAGA SURVEI DALAM 
PENGHITUNGAN CEPAT (QUICK COUNT) PADA 
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009 

3 Juli 2009 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 

• Menyatakan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 
Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

• Menyatakan Pasal 188 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 sepanjang frasa ”ayat (2), ayat 
(3), dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

• Menyatakan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 
Tahun 2008, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.  



 

 

• Menyatakan Pasal 188 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 sepanjang frasa ”ayat (2), ayat 
(3), dan ” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

• Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. 

12 99/PUU-VII/2009   
LARANGAN PEMBERITAAN KAMPANYE PEMILU 
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

3 Juli 2009 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

• Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

• Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

13 102/PUU-VII/2009  
PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR BAGI WARGA 
NEGARA INDONESIA DALAM PEMILU PRESIDEN 
DAN WAKIL PRESIDEN 2009 

6 Juli 2009 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi menyatakan 
Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah konstitusional sepanjang 
diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan 
syarat dan cara sebagai berikut:  
1. Warganegara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya 

dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau paspor yang masih 
berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;  

2. Warga negara Indonesia yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk harus dilengkapi 
dengan Kartu Keluarga atau nama sejenisnya; 

3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan Kartu Tanda 
Penduduk yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang 
berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam Kartu 
Tanda Penduduk-nya; 

4. Warga negara yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk terlebih dahulu mendaftar di 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara sebelum menggunakan hak pilihnya; 

5. warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan Kartu Tanda 
Penduduk atau paspor dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan di Tempat 
Pemungutan Suara atau Tempat Pemungutan Suara luar negeri setempat. 

Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat self executing yang langsung dapat diterapkan oleh 
Komisi Pemilihan Umum tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk 
menggunakan hak pilihnya. 



 

 

14 110-111-112-113/PUU-VII/2009                                         
KONSTITUSIONALITAS BERSYARAT 
PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPR, DPRD 
PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA 
TAHAP KEDUA BAGI PARTAI POLITIK PESERTA 
PEMILU TAHUN 2009 

7 Agustus 2009 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.  
Menyatakan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally 
constitutional). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua 
untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi Parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
1. menentukan kesetaraan 50% (lima puluh per seratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% 

(lima puluh per seratus) dari angka BPP di setiap pemilihan Anggota DPR;  
2. membagikan sisa kursi pada setiap dareah pemilihan Anggota DPR kepada partai politik 

peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan: 
a) apabila suara sah atau sisa kursi suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR 

mencapai sekurang-kurangnya 50% dari angka BPP, maka partai politik tersebut 
memperoleh 1 (satu) kursi. 

b) apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak 
mencapai sekurang-kurangnya 50% dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, 
maka:  
1) suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang 

diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan  
2) sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan 

kursi tahap ketiga.  
Menyatakan Pasal 211 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally 
constitutional). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua 
untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi Parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara 
sebagai berikut:  
1. menentukan sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi 

kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah 
terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama; 

2. menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi 
tersebut dengan cara:  
a. bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah 

suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang 
diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. 

b. bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, 
suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.  

3. menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan 
cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi 
satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi terbagi berdasarkan sisa suara 
terbanyak yang dimiliki oleh partai politik.  



 

 

Menyatakan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally 
constitutional). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua 
untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi Parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
1. menentukan sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi 

kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi 
yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama; 

2. menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota tersebut dengan cara: 
a. bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah 

suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang 
diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP; 

b. bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, 
suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara; 

3. menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, 
dengan cara membagikan sisa kursi kapada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi terbagi 
berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh partai politik. 

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 
berdasarkan Putusan Mahkamah ini. 

15 22/PUU-VII/2009 
PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH 
/WAKIL KEPALA DAERAH 

17 November 
2009 

Menolak permohonan Pemohon I dan Pihak Terkait I untuk seluruhnya;  

• mengabulkan permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk sebagian;  

• Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

• masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah 
atau lebih dari setengah masa jabatan;  

• menolak permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya. 
16 11/PUU-VIII/2010  

PEMBENTUKAN PANWASLU 
 

18 Maret 2010 
 

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  

• Menyatakan kata, “Calon”, dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu 
sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 93; kata, “Calon” serta frasa 
“... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) 
orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, “Calon” dan frasa, 
“... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 
(enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) 



 

 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
sehingga menjadi: 

• Pasal 93  
Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) 
orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan 
kepatutan.  
 

• Pasal 94  
(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Provinsi dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota 
setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan 
Bawaslu.  
(2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu 
Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan 
keputusan Bawaslu.  

• Pasal 95  
Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota 
Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota. 

• Menyatakan kata, “Calon”, dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu 
sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 93; kata, “Calon” serta frasa 
“... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) 
orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, “Calon” dan frasa, 
“... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 
(enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

• Menyatakan 192 Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk adalah sah dan dapat 
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-
Undang; 

• Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; 



 

 

17 27/PUU-VIII/2010                                   
CALON PENGGANTI HARUS TERDAFTAR DALAM 
DAFTAR CALON TETAP 

3 September 
2010 

Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  

• Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “Daftar 
Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yakni sepanjang 
pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik yang 
memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang 
terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);  

• Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “Daftar 
Calon Tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally), 
yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai 
politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi 
calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT); Menyatakan menolak permohonan 
Pemohon untuk selain dan selebihnya;  

• Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

18 35/PUU-VIII/2010             
CALON INDEPENDEN DALAM PEMILUKADA 
ACEH 

30 Desember 
2010 

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  

• Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

• Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

19 80/PUU-IX/2011      
KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG 
KEHORMATAN ANGGOTA KPU 

4 Januari 2012 
 

Menyatakan: 

• Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  

• Frasa "…dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 



 

 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5246) dan Penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

• Frasa "…dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5246) dan Penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

• Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

• Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 

• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

20 81/PUU-IX/2011     
KETENTUAN MENGUNDURKAN DIRI DARI 
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI CALON 
ANGGOTA KPU, KOMPOSISI DKPP 

4 Januari 2012 Dalam Provisi:  

• Menolak permohonan provisi para pemohon;  
Dalam Pokok Perkara: 

• Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  

• Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang 
frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai 
calon" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai "sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai 
calon";  

• Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang 
frasa "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai 
calon" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan 
partai politik pada saat mendaftar sebagai calon"; 



 

 

• Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;  

• Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

• Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang bagian 
kalimat "4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang 
ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR   
berjumlah genap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

• Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang bagian 
kalimat "4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang 
ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR   
berjumlah genap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (4) 
tersebut selengkapnya harus dibaca: "DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas:  
a. 1 (satu) orang unsur KPU;  
b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;  
e.    5 (lima) orang tokoh masyarakat.";  

• Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang frasa 
"berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur" bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

• Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang frasa 
"berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur" tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (11) tersebut selengkapnya harus 



 

 

dibaca, "Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku"; 

• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

• Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.    
21 52/PUU-X/2012               

VERIFIKASI PARTAI POLITIK 
15 agustus 2012 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

1.1 Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5316) bertentangan dengan UUD 1945; 

1.2 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang 
tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai 
politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5316) sepanjang frasa "yang dimaksud dengan 'partai politik baru' adalah partai 
politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" bertentangan dengan UUD 1945;  

1.3 Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945; 

1.4 Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "DPR provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota" bertentangan dengan UUD 1945; 

1.5 Pasal 209 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
117  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa 
"DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" bertentangan dengan UUD 1945;  



 

 

1.6 Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.7 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang 
tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai 
politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5316) sepanjang frasa "yang dimaksud dengan 'partai politik baru' adalah partai 
politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;  

1.8 Pasal 17 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.9 Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "DPR provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.10 Pasal 209 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
117  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa 
"DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 3. 
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya.   



 

 

22 14/PUU-XI/2013  
KONSTITUSIONALITAS PENYELENGGARAAN 
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL 
PRESIDEN 

23 Januari 2014 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
1.1 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan 
umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya; 

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 
 

23 20/PUU-XI/2013    
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 

12 Maret 2014 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  
1.1 Frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang–Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”;  

1.2 Frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”; 

1.3 Frasa “tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya”” dalam Penjelasan Pasal 56 
ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.4 Frasa “tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya”” dalam Penjelasan Pasal 56 
ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

1.5 Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi, “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, 
bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3, dan 
demikian seterusnya,”;  



 

 

1.6 Frasa “mempertimbangkan”” dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang–Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 
“mengutamakan”;  

1.7 Frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengutamakan”;  

1.8 Pasal 215 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah selengkapnya menjadi, “Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara 
yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan 
suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan,” 

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

24 24/PUU-XII/2014  
PENGUMUMAN HASIL SURVEI DAN JAJAK 
PENDAPAT PADA MASA TENANG 

3 April 2014 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  
1.1. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat 

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

1.2. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat 
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;  

2. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana 
mestinya.   

24 24/PUU-XII/2014  
PENGUMUMAN HASIL SURVEI DAN JAJAK 
PENDAPAT PADA MASA TENANG 

3 April 2014 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 
1.1.  Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat 

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan 



 

 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

1.2   Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat 
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

2.    Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana 
mestinya.   

25 31/PUU-XI/2013 
PEMBERHENTIAN OLEH DEWAN KEHORMATAN 
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 

3 April 2014 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:  
1.1   Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;  

1.2.  Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi 
Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

26 97/PUU-XI/2013  
INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK 
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL 
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 

19 Mei 2014 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 
1.1  Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2  Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 



 

 

Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala 
daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;  

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

27 22/PUU-XII/2014   
PEMBERLAKUAN UU 42/2008 UNTUK PILPRES 
2014 

28 Mei 2014 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  
1.1. Frasa "tahun 2009" dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, sepanjang tidak dimaknai "tahun 2014";  

1.2. Frasa "tahun 2009" dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "tahun 
2014";  

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

28 50/PUU-XII/2014         
PUTARAN KEDUA JIKA PASANGAN CALON 
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN HANYA DUA 
PASANG 

3 Juli 2014 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  
1.1. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 24) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 
terdiri dari dua pasangan calon;  

1.2. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 24) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;  

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 



 

 

29 33/PUU-XIII/2015  
PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH 

8 Juli 2015 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  
1.1. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

1.2. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.3. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa "memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, 
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat, bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau kepada 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai "mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh 
KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil 
Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan  Rakyat 
Daerah";  

1.4. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa "memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, 
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat, bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau kepada 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 



 

 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengundurkan diri sejak calon ditetapkan 
memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, 
calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota 
Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah";  

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;  
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 

30 42/PUU-XIII/2015  
PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH 
MANTAN TERPIDANA 

9 Juli 2015 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  
1.1.  Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang 
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 
mantan narapidana;  

1.2.  Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi 
mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 
bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;  

1.3   Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.4.  Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



 

 

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.5   Pasal 45 ayat (2) huruf k  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.6.  Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 

31 46/PUU-XIII/2015  
PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH 

9 Juli 2015 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  
1.1.  Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan  

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Mengundurkan diri sejak 
calon ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil 
Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota" 
; 

1.2.  Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Mengundurkan diri 
sejak calon ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon 
Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil 
Walikota";  

2. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 7 huruf s  Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 



 

 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;  

3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;  
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 

32 51/PUU-XIII/2015  
PANWASLU KABUPATEN/KOTA 

9 Juli 2015 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  
1.1.  Frasa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam  Pasal 22B huruf d Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
tidak dimaknai "Panwaslu Kabupaten/Kota";  

1.2.  Frasa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam  Pasal 22B huruf d Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai "Panwaslu Kabupaten/Kota";  

1.3.  Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.4.  Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

2. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 
huruf r, Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 



 

 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5678) tidak dapat diterima; 

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 

33 60/PUU-XIII/2015  
PERHITUNGAN PERSENTASI DUKUNGAN CALON 
PERSEORANGAN PILKADA 

9 September 
2015 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
1.1.  Menyatakan  Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan 
yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 
didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih seperti dalam 
daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum 
sebelumnya;  

1.2.  Menyatakan  Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon 
perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih 
seperti dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan 
Umum sebelumnya; 

1.3   Menyatakan  Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan 
persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri 
sebagai  Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil 



 

 

Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih seperti 
dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum 
sebelumnya; 

1.4   Menyatakan  Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon 
perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil 
Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk 
yang telah mempunyai hak pilih seperti dalam daftar calon pemilih tetap di daerah 
yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;  

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya;  

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

34 100/PUU-XIII/2015          
CALON TUNGGAL DALAM PILKADA 

29 September 
2015 

Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  
1. Menyatakan  Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai mencakup pengertian 'termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur 
dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari 
dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur". 

2. Menyatakan  Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 
'termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 
peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun 
tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur"; 



 

 

3. Menyatakan  Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai mencakup pengertian 'termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan 
Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 
peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun 
tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) 
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";  

4. Menyatakan  Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 
'termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 
(satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal 
setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) 
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan 
Calon Wakil Walikota";  

5. Menyatakan  Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai mencakup pengertian 'menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon 
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur";  

6. Menyatakan  Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 
'menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta 



 

 

Pemilihan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur";  

7. Menyatakan  Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai mencakup pengertian 'menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota  peserta Pemilihan 
dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 
serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota";  

8. Menyatakan  Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 
'menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) 
pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota  peserta Pemilihan dalam hal hanya terdapat 
1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon 
Walikota dan Wakil Walikota".  

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana 
mestinya;  
Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

35 105/PUU-XIII/2015                
DEFINISI HARI DALAM PILKADA 

11 November 
2015 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  
1.1.  Kata "hari" dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "hari kerja";  

1.2.  Kata "hari" dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

 

Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 157 ayat 
(8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang selengkapnya menjadi berbunyi, "Mahkamah Konstitusi 
memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat 
puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan"; 

1.3.  Makna frasa "sejak diterimanya permohonan" dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) adalah sejak dicatatnya 
perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi (BPRK);  

2. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 7 huruf o, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan 
Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;  

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya;  

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

36 51/PUU-XIV/2016                
SYARAT CALON KEPALA DAERAH YANG 
MANTAN TERPIDANA DI PILKADA ACEH 

23 Agustus 2016 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
1.1  Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak 
dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 

1.2  Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan 
terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan mantan terpidana;  

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 



 

 

 

Jakarta, 17 Maret 2017 

Catherine Natalia (Peneliti Hukum) 

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) 

 

 

37 135/PUU-XIII/2015         
SYARAT PEMILIH DALAM PILKADA TIDAK 
TERGANGGU JIWA/INGATANNYA 

13 Oktober 
2016 

Menyatakan:  
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian:  

1.1. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
sepanjang frasa "terganggu jiwa/ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami 
gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidan 
kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam 
pemilihan umum";  

1.2  Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "terganggu jiwa/ingatannya" 
tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan 
permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan 
kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum";  

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;  
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 


